Menimbang .:

Mengingat

a.

PRESIDEN AT
REPUBLIK INDONESIA SRS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES]A
" ndMOR 10 TAHUN 1983
- TENTANG ,

12IN PERKAWINAN DAN PERCERATAN BAGI PEGAWAI NEGERI.SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK 'INNONESIA,

bahwa dalam Undang-undang Nomor 1} Tahun 1974 dan Per-
aturan Pemerintab Nomor 9 Tihun 1975 telah d{atur ke-.
tentuan tentang perkawinan yang berlakn bagi Segenap
warga negara dan penduduk Indopesia;

bahwa Pegewai Negeri Sipil wajib memberikan contoh

. yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan seba-

C,

- an NegaraJNonor,ﬁOlg); .

" Desaz (Lembaran Negara Tahun

gai warga hegara yang baik dalan masyarakat, termasuk
dalam menyeihnggarakan,kehidupan.berkezuarga;

bahwa . dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pega- *
wai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan per-

ceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah mengenai izin p

bagichgawai Negeri Sipil;

o
Pasal 5 ayat (2) Unddng-Undang Dasar 1945,

erkawinan dan percerajan

(Lemb;ran Nega-

ra Tahun 1969 Nomor_42,'Tanbahaﬁ Lembaran Negara No-

mor 2%06);

Undang:undang Nomor 1 Tahun 1974

. tentang Perkauiqan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lexbar-.

Unﬂang-undapé Nomor 8 Tahun 1974-§;ntang'Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tanbahan Lembaran Negara Nomor .3041): '

Und;ng-undnng Nomor § Tahun 1979¢;qntgpg Pemerintahan -

1919*ﬂ§gorﬂ5§; Tambahan -
Lembaran Negara Nomor 31s53); L "

I "~ 6. Perawuran ..
- .




Menetapkan

5. Peraturan Pemqrihiéh Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelak-
sanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-
winan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,

Lembaran Negara Nomor 3050) ' ‘

Tambahan-

3

7. Pefaturan”Pémerintnh Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewe-
vhang Pengéngkg:an, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pega-

wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26,
Tambahan Lenmbaran Negara Nomor 3058) : '

8. Peraturah'?emerintéh Nomor ZO'Tahun 187¢ tentang Xeang-

gotaan Pegawai Négeri Sipii‘nalam Partai Politik dan
Golongan Karya :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Per-
- aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

" Tahun 1980 Nomor ' $0, fambahan Lembaran Negara Nomor
©3176) 3 0w 2 '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  PEMERINTAH TENTANG ‘IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAI-
AN BAGI PEGAWAI NEGER SIPIL. - '

“
.-
-

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah inj yang dimaksud dengan :,

a. Peguwai Negeri Sipil adalah .

]
1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimang dimaksud dalam
. Undang-undang Nomor & Tahun 1974 ;-

2., Yang dipersamakan dengan Pegawai Megeri Sipil

yaitu ; &

(a) Pegawai Bulaqan'di samping pensiun ; .

(b) Pegawai Bank milik ‘Negara s .

(cY Peguwai Badan Usaha milik Negara ";

(d) Pegawai cennn




et AR e it et v e s .

© sttt e ot e’ e a g,

—— .

o A

(2)

. 3. - Pimpinan Lembaga Pémerintah Non Dcpartemen 3

{1) Pegavai Negeri

(4) Pegawai‘Bank milik Daerah ;

(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah ; _
(f) Xepala Desa, Perangkat Deéa, dan petugas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa ;

Pejabat adalah :°

1. ﬁenteri 3

‘2. Jaksa Agung ; !

3

4, Pimpinan,Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

 Negara.; . ,
.}Qubernur Kepala Daerhkh Tingkat I

- Pimpinan Bank milik Negara S SR

-
:

- Pimpinan Bank milik Daerah ¢

S

6

7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara
. .

9

. Pippinan Badan Usaha milik Daerah ;

Pasal 2

5ipil yang melangsungkan perkawinan
pertama, wajib. memheritahukannya'"Eecara tertulis

kepada Pejabat melaluj saluran h
selambét-lambatnya 1 (satu) tahu

n setelah perkawin-
an it Qilangsungkan, : ‘

Ketertuan sebagaimana dimaks

ud dalam ayat (1) ber-
Yaku jupe

bagi Pepawai ‘Négeri Sipil yang telahlmenj

‘jadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan 1

Pasal 3

ierarki dalam waktu .

agi..
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(1) Pegawai'Nggeri Sipilfpria yang

. [él“?cgawéi Negeri Sibil winita

(2) Permintaan untpy memperoleh izin
sud dalam ayat (1) diajukan:se;ﬁra tertulis,

sebagaimana dimak-

{3) Dalam surat permintaan izin

perceraian harus dican-
tumkan alasan Yang lengkap yang maqd&sari_pg;ninta-
8n 1zin perceraian-ituy, L :

T ' ‘ o . a g
-' Pasal - ¢ "
akan beristerj lebih
D dari seq:&ng;_waj;b memperaleh izin lebih dahulu
dari Pejabat, o - '

tidak diizinkan untuk
., menjadi isteri kedua[ketiga/keempat dari Pegawai Ne- '
geri Sipil. ' ' '
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(2) Setiap atasan yang menerzma pernlntaan izin dari Pega-
‘ wai Negeri ;Sipil dalam lzngkungannya baik untuk mela--

kukan perceraian, ataun untuk beristeri lebih dari se-

orang, maupun untuk menjadi iﬁtefi Kedua/ketiga/keen- _

Pat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya

 kepada Pejabat melalui salurain hierarki dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mu-

~ lai tangga: ia menerima perm;ntaan 1zin dimaksud.

(
) perceraian sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memperhatikan dengan seksama alasanvalasan yang dike-

3

1y

B Pasal- 6 oy

,Pe:abat yang menerima permintaan izin vntuk melakukan

mukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan

~dari atasan Pegawa1 Regeri Slpil yang bersangkutan,

(2).

Apabxla alasubalasan dan syarat-syarat yang dikeruka-
kan dalanm permintaan izin tersebut kurang meyakinkan,
maka PeJabat harus menminta keterangan tambahan dari
1stet1/suam1 dari Pegawai Negeri Sipil yang mengaju-
kan permxntaan izin itu atau dari plhdk lain yang di-
pandang dapat memberikan keterangan yang meyaklnkan.

‘Sebelnm mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih

dahulu mgrukunkan kembali suami isteri yang bersang-

kutan dengan cara memanggil mereka secara 1angsung )
untuk dxberxinasehat

em—a

Pasal-' 7

Izin.untuk bercera1 dapat diberikan oleh Pejabat apa- .
* bila didasarkan pada alasan

~alasan yanp ditetapkan
oleh peraturan pcrundahg—undangan dan ketentuan-ke-
tentuan dalem Peraturan Pemerintah ini, oo

) I
. [2) Ilin XX
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Izin untuk bercerai kareng alasan isteri mendapat -
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak da-
pat menjalankaﬁ=kewajibannya sebagai isteri, tidak
diberikan oleh Pejabat.. '

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat -
apabila: - -° T f

a.'bertentangan dengan aja:anfﬁeratﬁraﬁ agama yang
-dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuvtan;

‘b. tidak adas alasan sebagaimana Qimék;ud'dalam ayat

1) R

N beftentangan.depgan peraturan perundang-undangan

(y

(2)

(3)

yang berlaku; dan/atau

d. alasan faﬁg-dikemukakan bertentangan dengan akal.
sehat. '

: .. Pasal §

Apabila perceraian terjadilatasAkehendak_,Pegéwai
Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan seba-
gianrgajinya untuk'penghiQupan bekas isteri = dan
andi—anaknya. 4 . - : e '

Pembagian gaji sebagaimana.dimakSud dalam ayat (1)
ialah sepertiga untuk regawai Negeri Sipil pria
yang bersaqgkutan, sepertipa untuk bekas isterinyd,
dan sepertipa untuk anak ataun anak-anaknya.’
Apabila dari.perkawinan tersebut tidak ada anal.
maka bapian gaji yané wajib diserahkan ol:h Pepa-
wai Negeri’ Sipil pria kepada bekas isterinya ialah
setengah dari gajinya.’ ' ‘ L

. 4 . " a
* . 4. L . . £

(4) Apa§i1a ..o

3
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{4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri,
maka ia tidak berhak atas bagian penghasilnn dari
bekas suamxnya.

(5) Ketentuan .sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ti-
 dak berlaku, apabila isteri meminta cerai karens
dimadu,

(6) Apabilam bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang ber-

.sangkutan kawin lagi, maks haknya atas bagian gaji
. dari bekas suaminya men;adl hapus terhitung mulai
toia kaw1n 1agi

Pasal 9

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk ber-

- isteri lebih dari seorang atau untuk menjadi iste-
T kedua/ket;ga/keempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alas-
in-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan
izin dan pertimbangan dari atasan. Pegawri Neger;

51p11 Yang bersangkutan, y

(2) Apabila alashn-alasan dan syarat-syarat yang dike-
mukakan dalam permintaan izin tersebut kurang me-
yakinkan, r:ka Pejabat harus meminta’ keterangan .
tambahan dar1 isteri Pegawai Negeri Sipil yang
mengajukan pernlntaan izin atau dari pihak lain
" yang dlpandang dapat memberzkan keterangan yang

yakznkan '

(3} Uebelum mengamb11 keputusan, Pe)abat memanggil Pe-
gawsl Negeri 51p11 yang bersangkutan sendiri atau
bersama-sama dengd. 1ster1nya untuk diberi- nasehat.

- Pasal. 10 ...
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(1)

(2)-
(1) 1alah' Tt

Pasal 10 °

Izin untuk.beristeri lebih dari seorang hanya da-
pat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi seku-
rang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan

ketiga syarat kumulatif sebagaimana d1maksud da-

lam ayat .(2) dan ayat .(3) Pasal ini.

Svarat alternatlf sebagaimana dimaksud dalam ayat

"a. 1ster1 tidak dapat mengalankan kewa31bannya se-

baga1 1ster1,

b. ister1 mendapat cacat hadan atau penyakit yang
- tidak dapat dzsembuhkan- atau :

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif sebagalmana d;maksud dalam .ayat

(1) ialah:

 a. ada persetujuan tertulis dari isteri;

* b, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan

mempunya1 penghasilan yang cukup untuk membia-
vyai lebih dari seorang 1ster1 dan anak-anaknyc

yang dlbuktlknn dengan surat keterangan paJak'
penghasxlan dan

t. ada Jamlnan tertulis dari Pegawai Neger1 Sipil
yanf bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

. 1

N

. . L]
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"(4) ]zin.;\..
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(4) 1zin untuk berlsterl 1eb;h dari seorang tidak dlbe-
© - rikan’ oIeh’PéJabat gpabila:- e;."
a. '°rtpntangﬁh dengan ajaran]ﬁefatﬂran agama yang
izanut Pegawal Negeri 8ipil yang. bersangkutan,

b. tidak memenuhi syarat -alternatif sebagaimana dx'

maksud dalam ayat (2) dan ketlga syarat kumula-
tif dalam ayat (3);., - ' .

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undang—
‘an yang berlaku; { '

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal
sehat' dan/atau ’ :

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas ke~
dinasan,’ -

R Pasal 11

’

(1) Izip bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk men;af
di isteri kedua/ket;ga/keempat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan
oléh Pejabat apabila:

" a.-add persetujuan tertulis dari.isteri bakal

e

suami;

b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup

untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan
anak-anaknya yanp dibuktikan dengan surat ke-
terangan-pajak penghasilan; dan

c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa
ia akan berlaku .adil terhadap isteri- isteri
dan anak-anaknya. :

4

(2) Izin '...

.

-
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(2) Izin bag{ Peghwai Negeri Sipil wanita untuk men-
jadi isteri kedua/ketiga/keempat. sebagaimana di- °
maksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak. d1ber1kan
oleh Pejabat apabila: . A

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang
dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang
bersangkutan atau bakal suaminya;..

b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di-
~maksud dalam dyat (1); - )

c. bértentangan dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku dan/atau

a. ada.kemqngkinan mengganggu pelaksanaan tugas ke- ‘
dinasan, . [
i _
AN ; Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan nelakukan perceraian atau f
akah beristeri lebih dari seorang yang herkedudukan sé-.

bagai:

(l) Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri,’
Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Depar-
© temen, lep;nan,kesekretarlatan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Per-
wakilan Republzk lndone51a a4 Luar Negeri, dan Gu-
. bernur Kepala'Daerah Txngkat 1, wajib memlnta izin
leblh dahulu dari Presiden.

(2) Bupatl/walzkotamadva Kepala Daerah Tingkat I1 ter-

masuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarts dan
" Walikota Admznlstratif wajib mem1nta izin 1ebih dg-
: hulu dari Menter1 Dalam Negeri,

(3) Pimpinan ..,
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‘'yang dipe-samakan dengan itu,

{3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali_GubernurrBank Indo-
’ nesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib me-
minta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara ‘teknis

membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Ne-
gara yahg.bcrsangkutan.

(4) Pimpinan Bank milik Daerah ‘dan pimpinan Badan Usaha mj-

lik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulv dari Kepala
' Daerah:ynng bersangkutan.

i 0 pasa) 13 )

Pémﬁqr;an atau pénolakan pemberian izin untuk
ceraian sebagaimana dimaksud dalanm Pasal 3,
lebibh dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayatl
(1), atau untuk menjadi isteri kedua(ketiga/keempat sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal. 4 ayat {3), dilakukan oleh Pejabat
secara tertulis dalam jangka waktu selhmbat-laq?atnya 3

(tiga) bulan terhitung mulai ‘tanggal 'ia menerima yermintaap
izin tersebut, L o '

melakukan per-
untuk beristeri

“ Pasal 14
Pejébét'dapat mendc]egaﬁikan seb
jabat lain.dalam-lingkungannya,
esélon 1V atau yang dipersamakan
kan atau menolak pembe:iﬁﬁ_iziq
Pasal 3 dan Pasal 4
diajukan uleh Pegaw

agtan wewenangnfa kepada Pe-
SerenQah-réﬁdahnya Pejabar,
~dengan ity, untuk memberi-
sebagaimana dimék§ud dalam
, sépanjang‘mengenai Permintaan izin yang
ai_Negerf Sipil golongan 11 ke bawah atau -
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Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil- dilarang hidup bersama dengan wa-
nita atau pria sebagai suami 1ster1 tanpa ikatan per-
kawinan yang sah,

(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui .ada
Pegawai Negeri- Sipil bawahan dalam lingkungannya yang
melakukan hidup bersama 5ebaga1mana dimaksud dalam
ayat (1). Coe

Pasal 16 -

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat

- . (1) dan Pasal 4 ayat (1}, ayat (Z), dan ayat {3), dijatuvhi

huiuman disiﬁliﬁ berupa pemberhentian denpan hormat tidak
ains'permintéan sendiri sebapai Pegawai Negeri Sipil.

.

Pasal 17

Pegawa; Negeri Slpxl yang melakukan hidup bersama dengan
wanita ataw pria sebapai svami isteri, dan setelah dite-
gur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih
terus melakukannya, ‘dijatuhi hukuman disiplin berupa pem-
berhentian dengan hormat tidak ‘atas permintaan sendiri
sebapai Pepawai Negeri Sipil, .
;_ ' .Pasal - 18 1 e T

Kétentpan Pefa}ﬁran,?emerintah‘ini tidak mengurangi keten:
tuan sebagaiﬁana dimaksud dalam Updang-undang Nomor 1 Ta
hun 1974 tentang Perkau-nan (Lembaran Negara Tahun 1774 Ne-
mor 1, Tambahan Lembaran ‘Negara Nomor 3019) Peraturan Pemcriutsi

. " Nomor 9 ...
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Nomor 9 Tahun 1975 tentanpg Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun. 1874 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahdn Lembaran Negara Nomor
3050), dan peraturan Perundang- undangan lalnnya.

Pasal 19

“. Setiap Pejabat atau'Pejabat lain yang ditunjuk olehnya
" membuat dan memelihara catatan perkaw;nan dan percerai-

an Pegawa1 Neger1 Sipil dalam llngkungannya ma51ng-ma-
sing. ‘

Pasal ;20

Il) Pejabat atau Pejabat lain‘yang ditunjuk olehnya me-

nyampalkan salinan sah surat pemberitahuan perkawin-
an sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan
surat pemberian. izin atau penolakan pemberiannya se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada:

a. Repala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, se-

pan1ang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf
(a); :
b. P1mp1nan masing-masing Bank milik Negara, Badan
'+ Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan
JUsaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai
henerx Sipil dimaksuy dalam Pasal ) huruf a

angka
2 huruf (b), (c}, (a), dan (e). '

. €. Bupati - - ,
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<. fupati Kepala Daerah fingkat I1, sepanjang me-
‘ nyangkut Pepawai Negeri 51p11 dimaksud dalam
- Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (£).

(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat di-

maksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Ke-
pegawaian Negara; Pimpinan masing-masing Bank mi-
1ik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik
Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati
Kepala Daerah Tingkat 11, membuat dan memelihara:

" a. catatam perkaw1nan dan perceralan.

LR
-

b. kartu 1ster1/suam1.

Pasal ' 21'
Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Pewe

Tintah 1n1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pres:
‘den.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Peme-\
rintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Admxn;.tra

. hepegawa1an Regara.

"Pasal ' 23 . | :

Peraturan Pemerlntph 1n1 mulai ber]aku pada tanggal

d:gndangkan. E . ”- 5

v

Apar.

-
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Apar supaya setiap orang mengetéhuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pPenempat-~
.annya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

mz
i . Ditetapkan di Jakarta
T Pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONES14,
Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal 21 April 1983 . ttd
NTERI /SE
MEBTE /SEXRETARIS NEGARA . SOEHART.O
REPUBLIK INDONESIA, . .
ttaq.

SUDHARMONO, §.H: ™

.

LEMBAgAN-NEGARA,p;puéyxa INDONESIA TAHYN 1983 NOMOR i3

. ' . , %
¥ el o

- Disalin gesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT NEGARA R.L.
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: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
o - -+ hOMOR 10  TAHUN 1983
' - TENTANG _ .
; IZIN PERKAWINAN DAN PERCERATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

! ; . . . .
ERN Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
. Cb . dengan seorang wanita sebagai suami isterj dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan keka} beydasarkan Ke~
i . tudanan Yang Maha Esa. T

‘Undahg-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan menp-
~-anut azas monogami, yaitu SeoTarg pria. hanya mempunyai se-
' orang isteri dan'seorané wanitg hanya mempunyai seorang
f sh%mi. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagei per-
’ , syqfatan tertenty dan diputuskan oleh Pengadilan, seoranp
- pria dimungkinkan beristeri lebih darjIScorang apabila ajat-
} ‘ 8n agama yang dianutnya menpizinkan dan sesunj dengan keten-
: ’ _tuan PETHturgn PeTundang-undangan ¥ang berlaku serta dike-
"E . hendaki eleh ;pihak-pihak yang bcrsangku;an.

f Karena tujuan perkavinan adalah menbentuk keluarga yang

; bahapia dan kekal, makp bercerais: sejauh mungkin dihindar-

. ’ kan dan hanya dapat d1lakukan dalam hal-hal Yahp sangat ter-
| A :

Paksa. Percerajian banya. dapat dilakﬂkan‘apabila ada alasan-
alasan tertcntu-sebagaimana !

: dinyatakan dalanm peraturan per-
] undangrunéangan. ' '

i

i

Hak dan kcdudukén;iszerj adalah seiﬁbang dengan hak dan ke-
dudukan suami, baik dalam kehidupan yumah tanppa maupun da-
at, sebingga dengan'dcmiki:n'scgaln

. .
sesuatu dalam keluargy dapat dirundingkan dan diputushan ber-

lam pergaulan masyarek

i
! Sama 9lal zwuamng isterj,
t T

Pepawaj R




Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Ne-
gara, dan Abdi Masyérakai yang harus menjadi teladan yang
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ke~
taatan kepada peraturan bcrundang—undangah }gng berlaku.
Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka
kehidupan Pegawai‘Negeri Sipil haruétditunjang oleh kehidup-
an berkeluarga yang serasi, sehingga setjap Pepawai Negeri

. 8ipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak ter-

Banggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya,

Sehubungan dengan contoh dan ketelédanaﬁ yang harus diberi-
kan oleh Pegawai Negeri §ipil kepada bawahan dan masyarakat,
maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disi- -
plin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian

‘Pegawai- Negeri Sipil harus memperoleh izih terlebih dahulu

dari Pcjabat yang bersangkutan, Pégawai Negeri Sipil pria
yang akan berisreri iebih dari seorang  dan Pegawai Negeri
Sipil waﬁi;a yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
dari seorang yang bu¥an Pegawai Negeri Sipil diharuskan mem-
reroleh izin terlebib dahulu dari Pejabat, Pemikian juga Pe-
Pawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mem-
peroleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, Sedangkan Pegawai
Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri: ke-
dua/ketiga/kqempnt dari Pegawai Négcri Sipii. '

Ketentuan berupa kcharusan memperoleh jzin terlebih dahulu -
dari Pejabat bagi perkawinan dan peréefaian:'Pegawhi Negeri
5ipil tersebut tidak'mcnghnangi kctentu&n-kbtcntuan yang

berlakv bagi iembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Kcharusap hdanya'iziﬁ,terlgbih dahulu tersebut menginpgat
yang bersapgkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Nege- ' °

T3 Sipil. : celty R -

-, 3

" Dalam ...




Dalam‘Peraturan Pemerihtah ini pengertian Pegawai
Negeri Sipiil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang ‘Pokok-pokok Kepegawaian terma-
suk juga Pégawai.Bulanan disamping penéiun, Pega-
wai Bank milik'Negara, Pegawai Badan Usaba milik
Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan
Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat De-
sa,-serta petugas yang menyelenggarakan urusan pe-
“merintahan di Desa. o

PASAL DEMI PASAL

B

Pasal 1 o '; E ':;_“ : e

;_Cukup jelas.l
Pas%& 2 .
.Cuku} jelas. -
Pasal 3
Cukﬂi jelas,
Pasal 4 ' R

Cukup jelas : - o

Pasal 5 e ./%ﬁf_ . .
Ayatﬁ(l) ' .-'. ) . ' .
" Cukup jelzs. _
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Ayat (2) ' : b '

Setriap atasan yYang menerima permintaan.izin untuk

melakukan pPerceraian atau untuk beristeri lebih da-
Ti seorang atau ‘untuk menjadi isteri kedua/ketiga/
keempat, wajib meﬂherikan perfimbangaﬁ,secara ter~

hal-hai Yang dapat digunakan oleh Pejabat dalanm meng-

ambil keputusan, apakah permintaan izin itp mempunyai
dasar yang kuat atay tidak,

kan,
¥
Pasal 6 - ) ’

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) .- L - . .
Cukup jelas.

Ayat (3)

dalan Tangka usaha me rukunkan kembalj .
yYang fse;‘sangkutan. Pejabat harus memang-
£il mercka secara langsung dan memberikan naschat
Secara pribadj. Tetapi apabila tenpat kedﬁdukan'Pe-
Jabat dan témpat.suami]isteri yéng bersangkutan ber-
jauhan, mak; Pejabatvdapat memerintahkan Pejabat 1a-

'in dalam lingkungannya_unxuk beru

saha merukunkan kemp-.

bali suami/isteri.tersébhff T .

il

.

L e b
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Pasal

Ayat (1)

7 L L '
4 Co _

Cukup jelhs.

Ayat (2)

Ayat (3) . a

Pasal )
Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

-Pasal

‘Dalam Peratvran PemerintaﬁrNomor 9 Tahun 1975 ten-
tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

: tentang_Perkéwinan ditetapkan bahwa salah satu

alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah sa-
tu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

" akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya se-

bagai suami/isteri,

. Namun demikian, seorang Pepawai Negeri Sipil Yang
melakukan perceraian larena alasan isterj tertim- -

pa musibahltersebut tidaklah memberikap keteladan-

i an yang baik, meskipun ketentuan Peraturan per-

ungang-undpngan memungkinkannya. Oleh karena itu
izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak
diberikan. | | | '
Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah sa-
tu;syarat alternatif yang harus disertaj syarat-
syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil
untuk minta izin beristeri_lebih dari seorang.

(Lihat Pasa} 10 ayat . (2))

Cukup jelas.
g :

9 | : . - . * B oo T e 4

]0»

' Avét []}

Cukup jelas. -
s Avar (23. ...
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Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajib-
an sebagai isteri, adalah apabila isteri yang ber-
sangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohani-
ah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat meme-

' nuhi kewajibannyé sebagai isteri baik secara biolo-
gis maupun lainnys yang menurut keterangan dokter
sukar disembuhkan lagi, -

buruf b :
Yanp djmaksud'dengan cacad badan atav penyakit yang
tidak dapat disembuhkan, adslzh apabila isteri yang
;ﬂ bersangkutan menderita penyakit badan yang menyelu-
. Tuh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkar.

huruf ¢

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturun-
an,. adalah apabila isteri Yang bersangkutan menurut
keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunarn
ataw sesudah pernikshan sekuranpg-kurangnya 10 (sepu-
luh) tahun tidak menghasilkan keturunan,

Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat {4), o
" Cukup jelas. '

.

r—tt

Fasal 1.
Cukup jelas.. “ou s
Pasal 12 T

Cukup jelas.

~Pasal 13 (.,
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Pasal 21.;

Pasal 13 )
Cukup jelas, '

Fasal 14

Cukup jelas.. -

Pasal 1S5 _
-Cukup jelas.
Pasal " 16 '
Cokup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pagall 18

',ECukup jelas,

Pasil 18

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Culup jelas.
Pasal 22
Cukpphielig.

Pasal 73

Cukup jelas, °

o

.
)

.
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